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Abstract: The digital transformation of public service delivery at the village level
necessitates adequate competency readiness among village government
officials as the primary agents of Electronic-Based Government System
implementation. This study examines the management of competency
development for village officials in supporting digital public services through a
case study of the Srikandi and Srigati applications in Ngawi Regency, Indonesia.
Adopting a descriptive qualitative approach, data were collected through in-
depth interviews, participant observation, and document analysis. The analytical
framework is grounded in a management perspective encompassing three
interrelated dimensions: development planning, development implementation,
and development evaluation, which serve as the main lenses for assessing the
competency development process. Data were analyzed interactively through
data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings reveal
that competency development management among village officials remains
fragmented, short-term oriented, and insufficiently institutionalized.
Development planning is not yet aligned with actual competency needs,
implementation tends to be formalistic and technocratic, and evaluation
mechanisms are weakly connected to performance outcomes and the broader
impacts of digital public service delivery. As a result, digital service utilization
remains predominantly administrative rather than transformative in generating
public value. This study contributes to the digital governance literature by
demonstrating that the effectiveness of village-level digital transformation is
contingent upon strategic and sustainable competency development
management. Strengthening this dimension constitutes a critical prerequisite for
advancing inclusive and value-driven digital public services in rural governance
contexts.

Keywords: Competency development; Village officials; Digital public services;
SPBE, Digital governance.

Abstrak: Transformasi pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa
menuntut kesiapan kompetensi aparatur pemerintah desa sebagai aktor utama
implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Penelitian ini bertujuan
menganalisis manajemen pengembangan kompetensi aparatur pemerintah
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desa dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital melalui studi kasus
penerapan Aplikasi Srikandi dan Aplikasi Srigati di Kabupaten Ngawi. Penelitian
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data
berupa wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Kerangka analisis
penelitian ini menggunakan pendekatan manajemen yang meliputi: (1)
perencanaan pengembangan, (2) pelaksanaan pengembangan, dan (3)
evaluasi pengembangan sebagai lensa utama untuk menelaah proses
pengembangan kompetensi aparatur desa. Analisis data dilakukan secara
interaktif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa manajemen pengembangan kompetensi
aparatur desa belum dikelola secara strategis dan berkelanjutan. Perencanaan
pengembangan kompetensi belum berbasis kebutuhan riil, pelaksanaan masih
bersifat formalistik dan teknis jangka pendek, serta evaluasi belum dikaitkan
dengan kinerja dan dampak pelayanan publik digital. Kondisi ini menyebabkan
pemanfaatan layanan digital cenderung administratif dan belum optimal dalam
menciptakan nilai publik. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan
manajemen pengembangan kompetensi aparatur merupakan prasyarat utama
keberhasilan transformasi digital pelayanan publik desa dalam kerangka digital
governance.

Kata kunci: Pengembangan kompetensi; Aparatur desa; Pelayanan publik
digital; SPBE; Digital governance.

PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam sektor publik menjadi agenda strategis
pemerintahan modern guna meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih
efektif, efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Achmad
& Achmad, 2025). Konsep digital governance menekankan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses pengambilan
keputusan, penyelenggaraan pelayanan, serta interaksi antara pemerintah dan
masyarakat (Wika & Priambodo, 2024). Dalam konteks Indonesia, komitmen
terhadap transformasi digital diwujudkan melalui penerapan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) yang mendorong integrasi layanan publik di seluruh
level pemerintahan, termasuk pemerintah desa (Kencono et al., 2024).

Menurut Irfan B & Anirwan (2024) bahwa pemerintah desa sebagai garda
terdepan pelayanan publik memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan
pelayanan publik berbasis digital secara langsung kepada masyarakat. Namun,
keberhasilan implementasi SPBE di tingkat desa sangat bergantung pada kesiapan
sumber daya manusia, khususnya kompetensi aparatur pemerintah desa (Amaliya
et al.,, 2025). Aparatur desa dituntut untuk memiliki kompetensi teknis dalam

penguasaan teknologi informasi, kompetensi manajerial dalam pengelolaan
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layanan digital, serta kompetensi sosial dalam memberikan pelayanan yang
berorientasi pada kebutuhan dan kepuasan masyarakat (Wahyudi & Yamin, 2025).
Ketiadaan kompetensi tersebut berpotensi menghambat efektivitas digitalisasi
pelayanan publik di tingkat desa (Yadisar, 2025).

Alvarenga et al., (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa tantangan
utama transformasi digital sektor publik bukan semata pada ketersediaan
infrastruktur teknologi, melainkan pada aspek manajemen sumber daya manusia
sektor publik (public sector human resource management). Manajemen sumber
daya manusia sektor publik menempatkan pengembangan kompetensi aparatur
sebagai faktor kunci dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan
publik (Hertati et al., 2023). Dalam konteks pemerintahan desa, pengembangan
kompetensi aparatur sering kali belum dikelola secara sistematis, terencana, dan
berkelanjutan, serta belum sepenuhnya diselaraskan dengan kebutuhan pelayanan
publik berbasis digital (Sopyan et al., 2025).

Dalam konteks Kabupaten Ngawi, implementasi transformasi digital pada
pemerintahan desa telah diwujudkan melalui pemanfaatan dua aplikasi utama yaitu
Aplikasi Srigati (Sistem Informasi Administrasi Desa Terintegrasi) dan Aplikasi
Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Aplikasi Srigati
merupakan aplikasi yang diluncurkan Februari tahun 2022 oleh Bupati Ngawi H.
Ony Anwar Harsono, S.T. M.H. Aplikasi ini merupakan strategi dari Pemerintah
Kabupaten Ngawi untuk memudahkan pelayanan pemerintah desa dengan
masyarakat dan mendukung reformasi birokrasi di Kabupaten Ngawi yang masuk
dalam MCP (Monitoring Center for Prevention). Sedangkan, Aplikasi Srikandi
merupakan aplikasi produk pemerintah pusat melalui kolaborasi antara
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),
Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN),
dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) pada tanggal 27 Oktober 2020
dengan Keputusan Menteri PANRB Nomor 679 Tahun 2020. Secara prinsip, kedua
aplikasi tersebut dirancang untuk mendukung tata kelola administrasi dan
pelayanan publik pemerintah desa yang lebih tertib, terintegrasi, dan akuntabel,
sejalan dengan kebijakan SPBE. Kehadiran aplikasi digital ditingkat desa
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menunjukkan sebuah komitmen pemerintah daerah dalam mendorong praktik
digital governance di tingkat desa (Ashar et al., 2025).

Berdasarkan observasi pendahuluan yang peneliti lakukan di beberapa desa
di Kabupaten Ngawi diantaranya di Pemerintah Desa Karangjati Kecamatan
Karangjati, Pemerintah Desa Dempel Kecamatan Geneng, Pemerintah Desa
Selopuro Kecamatan Pitu, dan Pemerintah Desa Widodaren Kecamatan
Widodaren, peneliti menemukan fakta permasalahan dalam implementasi Aplikasi
Srigati dan Aplikasi Srikandi di Kabupaten Ngawi, dimana pemerintah desa masih
menghadapi kendala signifikan pada aspek sumber daya aparaturnya.
Permasalahan yang dapat ditarik oleh peneliti saat observasi pendahuluan antara
lain bahwa aparatur desa pada umumnya belum memiliki kompetensi teknis yang
memadai dalam penguasaan teknologi informasi seperti pengoperasian sistem
aplikasi, pengelolaan data digital, serta pemahaman terhadap prosedur
administrasi berbasis elektronik. Selain itu, keterbatasan kompetensi manajerial
aparatur desa dalam mengelola layanan digital termasuk perencanaan, koordinasi,
dan evaluasi kinerja pelayanan berbasis aplikasi, turut memengaruhi efektivitas
pemanfaatan kedua sistem tersebut.

Permasalahan keterbatasan kompetensi aparatur desa di Kabupaten Ngawi
tersebut di atas, mengindikasikan bahwa manajemen pengembangan kompetensi
belum berjalan secara optimal dan terintegrasi dengan kebutuhan transformasi
digital pemerintahan desa. Padahal dalam perspektif manajemen sumber daya
manusia sektor publik, keberhasilan implementasi sistem digital sangat ditentukan
oleh kemampuan organisasi dalam mengelola dan mengembangkan kompetensi
aparatur secara sistematis dan berkelanjutan (Sepahvand et al., 2023; Casalino et
al., 2020). Hasil penelitian Paroli (2025) dan Vigoda Gadot & Mizrahi (2024)
menegaskan bahwa digital governance tidak hanya berkaitan dengan adopsi
teknologi, tetapi juga menuntut perubahan mendasar pada kapasitas sumber daya
manusia dan pola manajemen organisasi publik. Sejalan dengan itu, Casalino et
al., (2020) juga menyatakan bahwa public sector organizations that successfully
adopt digital innovation are those that are able to align employee competency
development with the demands of technological change and the work environment.

Dengan demikian, maka dapat dipahami bahwa tanpa dukungan kompetensi teknis
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dan manajerial yang memadai, pemanfaatan aplikasi digital berpotensi hanya
bersifat formalistik dan belum mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik
secara substantif.

Kondisi tersebut di atas, jelas mengindikasikan bahwa manajemen
pengembangan kompetensi aparatur pemerintah desa di Kabupaten Ngawi masih
menghadapi berbagai permasalahan, akibatnya implementasi pelayanan publik
berbasis implementasi Aplikasi Srigati dan Aplikasi Srikandi di tingkat desa
cenderung belum optimal dan belum mampu memberikan nilai tambah yang
signifikan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pandangan new public service
yang menekankan bahwa kualitas pelayanan publik sangat ditentukan oleh
kapasitas aparatur dalam melayani kepentingan publik secara profesional dan
adaptif terhadap perubahan (Kim, 2021).

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penelitian tentang Manajemen
Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa dalam Mendukung
Pelayanan Publik Berbasis Digital di Kabupaten menjadi penting dan relevan untuk
dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam
penguatan kajian digital governance dan manajemen sumber daya manusia sektor
publik di tingkat desa, serta kontribusi praktis sebagai dasar perumusan kebijakan
dan strategi pengembangan kompetensi aparatur desa yang berkelanjutan dalam
mendukung implementasi SPBE dan peningkatan kualitas pelayanan publik
berbasis digital.

Novelty penelitian ini terletak pada pengintegrasian perspektif manajerial
pengembangan kompetensi aparatur pemerintah desa dengan konteks
implementasi pelayanan publik berbasis digital melalui aplikasi spesifik daerah.
Penelitian terdahulu mengenai digitalisasi pelayanan publik desa umumnya
menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kesiapan
infrastruktur teknologi, kualitas sistem informasi, serta tingkat kemudahan
penggunaan aplikasi digital. Misalnya, penelitian oleh Pramana (2025) serta
Jannah et al., (2024) menemukan bahwa digitalisasi layanan desa mampu
meningkatkan efisiensi administrasi dan transparansi pelayanan, namun
analisisnya lebih menitikberatkan pada aspek teknis sistem dan tingkat adopsi
teknologi. Studi lain oleh Syafitri et al., (2025) serta Aziz (2025) menegaskan bahwa
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keterbatasan literasi digital aparatur menjadi kendala utama, tetapi belum mengkaji
bagaimana kompetensi tersebut dikelola secara sistematis dalam kerangka
manajerial pemerintah desa. Dengan demikian, dalam penelitian-penelitian
tersebut aparatur desa cenderung diposisikan sebagai pengguna sistem (system
users), bukan sebagai aktor strategis pengelola transformasi digital.

Berbeda dengan temuan-temuan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini
secara tegas menempatkan aparatur desa sebagai aktor manajerial kunci dalam
transformasi digital pelayanan publik. Fokus analisis diarahkan pada bagaimana
perencanaan pengembangan kompetensi, strategi peningkatan kapasitas aparatur,
pembelajaran organisasi, serta kepemimpinan dan pengambilan keputusan
manajerial pemerintah desa memengaruhi efektivitas, keberlanjutan, dan kualitas
pelayanan publik digital berbasis aplikasi lokal. Oleh karena itu, kontribusi utama
penelitian ini tidak terletak pada evaluasi teknologi atau sistem informasi semata,
melainkan pada pengungkapan mekanisme manajerial internal pemerintah desa
yang selama ini belum menjadi fokus utama penelitian terdahulu, namun terbukti

menentukan keberhasilan transformasi digital di tingkat desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian
deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang
mendalam mengenai manajemen pengembangan kompetensi aparatur pemerintah
desa dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital (Tantia Dewi Febrika et
al., 2025). Dalam hal ini, peneliti berupaya menggali secara komprehensif proses
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pengembangan kompetensi aparatur
desa dalam konteks implementasi Aplikasi Srikandi dan Aplikasi Srigati di
Kabupaten Ngawi.

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ngawi, dengan fokus pada beberapa
pemerintah desa antara lain Desa Karangjati, Desa Dempel, Desa Selopuro, dan
Desa Widodaren yang telah menerapkan Aplikasi Srikandi dan Aplikasi Srigati.
Penentuan informan dilakukan secara purposive sampling, dengan
mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan informan terhadap objek

penelitian (Safarudin et al., 2023). Informan penelitian terdiri atas: (1) aparatur desa
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pengoperasian Aplikasi Srikandi dan Aplikasi Srigati, (2) kepala desa, serta (3)
pejabat dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ngawi.
Informan dipilih hingga data yang diperoleh mencapai tingkat kejenuhan (data
saturation).

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara semi
terstruktur dan pedoman observasi lapangan. Pedoman wawancara dikembangkan
berdasarkan kerangka manajerial perencanaan, pelaksanaan, evaluasi
pengembangan kompetensi, sehingga pertanyaan diarahkan untuk menggali
secara sistematis bagaimana proses perencanaan pengembangan kompetensi,
bentuk pelaksanaan peningkatan kapasitas, serta mekanisme evaluasi. Model
wawancara semi terstruktur ini dipilih untuk memungkinkan peneliti memperoleh
data yang mendalam dan kontekstual, sekaligus menjaga konsistensi fokus
pembahasan antar informan. Kemudian, observasi dilakukan secara langsung dan
non-partisipatif terhadap aktivitas aparatur desa dalam pengoperasian Aplikasi,
pengelolaan arsip dan layanan digital, serta praktik kerja sehari-hari yang relevan
dengan pelayanan publik. Kejenuhan data ditetapkan ketika wawancara dan
observasi tambahan tidak lagi menghasilkan informasi baru, ditandai oleh
pengulangan tema dan pola jawaban antarinforman, tidak munculnya kategori baru
dalam proses analisis, serta konsistensi temuan observasi dengan hasil
wawancara, sehingga data dinilai telah memadai untuk menjawab tujuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara interaktif menurut Miles, Huberman, dan
Saldana, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan (Qomaruddin & Sa’diyah, 2024). Data yang diperoleh dari berbagai
sumber dianalisis secara simultan dan berkelanjutan untuk menemukan pola, tema,
serta hubungan antarvariabel yang relevan dengan manajemen pengembangan
kompetensi aparatur desa. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini

menggunakan teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Ngawi, dengan fokus pada beberapa
pemerintah desa antara lain: Desa Karangjati, Desa Dempel, Desa Selopuro, dan
Desa Widodaren yang telah menerapkan Aplikasi Srikandi dan Aplikasi Srigati.
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Fokus penelitian diarahkan pada manajemen pengembangan kompetensi aparatur
pemerintah desa yang meliputi: (1) perencanaan pengembangan kompetensi
aparatur, (2) pelaksanaan pengembangan kompetensi, dan (3) evaluasi

pengembangan kompetensi dalam mendukung pelayanan publik berbasis digital.

Manajemen Perencanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Desa

Manajemen perencanaan pengembangan kompetensi aparatur desa
merupakan proses strategis yang bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara
kapasitas aparatur dengan tuntutan tugas dan fungsi pemerintahan desa yang
semakin kompleks (Styawan et al., 2025). Dalam perspektif manajemen sumber
daya manusia sektor publik, perencanaan pengembangan kompetensi dipahami
sebagai tahapan awal yang krusial dalam siklus pengelolaan sumber daya manusia
karena menentukan arah, prioritas, dan efektivitas seluruh program peningkatan
kapasitas aparatur (Simanullang, 2025). Perencanaan yang baik, memungkinkan
organisasi publik termasuk pemerintah desa, untuk mengantisipasi perubahan
lingkungan strategis dan menyiapkan aparatur yang adaptif terhadap tuntutan
pelayanan publik (Ascarya & Harmawan, 2025).

Perencanaan pengembangan kompetensi aparatur desa harus didasarkan
pada analisis kebutuhan kompetensi (competency needs analysis) yang mencakup
identifikasi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial yang relevan dengan
pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan publik desa (Supriyatna, 2024).
Dalam konteks transformasi digital, kebutuhan kompetensi aparatur desa tidak
hanya mencakup kemampuan administratif konvensional, tetapi juga penguasaan
teknologi informasi, literasi digital, serta kemampuan mengelola pelayanan publik
berbasis sistem elektronik (Mohamad et al., 2024).

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perencanaan pengembangan
kompetensi aparatur pemerintah desa di Kabupaten Ngawi dalam mendukung
pelayanan publik berbasis digital hingga saat ini belum dilaksanakan secara
sistematis, terstruktur, dan berbasis kebutuhan riil organisasi. Hal ini terungkap dari
hasil wawancara dengan informan, Sumini selaku Kepala Desa Karangjati bahwa
program peningkatan kapasitas aparatur desa yang difasilitasi oleh Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Dinas Komunikasi Informatika
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Kabupaten Ngawi cenderung bersifat administratif dan normatif, belum didahului
oleh pemetaan kompetensi yang selaras dengan tuntutan transformasi digital
pemerintahan desa. Menurutnya perencanaan pengembangan kompetensi
aparatur pemerintah desa di Kabupaten Ngawi dalam mendukung pelayanan publik
berbasis digital belum sepenuhnya dilakukan secara sistematis dan berbasis
kebutuhan. Sugeng Wiyono selaku Kepala Desa Dempel dalam wawancaranya
juga mengungkapkan bahwa kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis yang pernah
dilakukan hanya berorientasi pada pemenuhan kewajiban program saja, bukan
pada penguatan kapasitas strategis aparatur desa dalam mengelola dan
mengoptimalkan layanan publik berbasis digital. Akibatnya, implementasi
digitalisasi pelayanan desa melalui Aplikasi Srikandi dan Aplikasi Srigati belum
berjalan secara optimal.

Berasarkan hasil penelitian di atas, peneliti melihat bahwa program pelatihan
dan peningkatan kapasitas cenderung bersifat administratif serta mengikuti agenda
yang ditetapkan oleh pemerintah daerah tanpa didahului pemetaan kompetensi
yang komprehensif. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perencanaan
pengembangan kompetensi belum dikelola dalam kerangka strategic human
resource management, melainkan masih diposisikan sebagai kegiatan rutin
birokrasi. Secara manajerial akar permasalahan utama terletak pada tidak adanya
kerangka kompetensi (competency framework) yang menjadi acuan dalam
memetakan kesenjangan antara kompetensi yang dimiliki aparatur desa dan
kompetensi yang dibutuhkan dalam pengoperasian Aplikasi Srikandi dan Aplikasi
Srigati. Tanpa analisis kebutuhan kompetensi (competency needs analysis),
perencanaan pengembangan kapasitas menjadi bersifat generik dan tidak
kontekstual. Hal ini menyebabkan program pelatihan tidak secara spesifik
menjawab tantangan teknis maupun manajerial yang dihadapi aparatur desa dalam
praktik pelayanan digital sehari-hari.

Selain itu, ditemukan juga adanya fragmentasi kelembagaan dalam
perencanaan pengembangan kompetensi. Pelatihan terkait aplikasi digital
dilaksanakan oleh dinas yang berbeda tanpa desain terpadu yang
mengintegrasikan kebutuhan organisasi desa secara menyeluruh. Fragmentasi ini

mencerminkan lemahnya koordinasi institusional dalam mengintegrasikan
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kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dengan manajemen
sumber daya manusia desa. Akibatnya, pengembangan kompetensi berjalan
secara parsial dan tidak terhubung dengan strategi digitalisasi desa secara jangka
panjang. Lebih jauh, perencanaan yang berorientasi pada pemenuhan kewajiban
program menunjukkan dominasi paradigma kepatuhan administratif (compliance-
oriented governance). Digitalisasi hanya dipahami sebagai kewajiban implementatif,
bukan sebagai proses transformasi organisasi yang memerlukan perencanaan
kapasitas secara strategis. Dalam konteks ini, kegagalan perencanaan bukan
semata persoalan teknis, melainkan mencerminkan lemahnya kapasitas
perencanaan strategis dan belum terinternalisasinya paradigma digital governance
di tingkat desa. Dengan demikian, akar masalah pada tahap perencanaan terletak
pada tidak terintegrasinya kebijakan digitalisasi dengan arsitektur manajemen
pengembangan kompetensi aparatur desa secara strategis dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, peneliti dapat menyimpulkan bahwa program pengembangan
kompetensi aparatur cenderung hanya bersifat top-down dan administratif,
sehingga kurang responsif terhadap kebutuhan riil aparatur desa di tingkat
operasional. Tentunya kondisi ini akan menyebabkan program pengembangan
kompetensi belum sepenuhnya selaras dengan tuntutan pelayanan publik berbasis
digital yang dihadapi aparatur desa di lapangan (Rizal et al., 2022). Jika dilihat dari
perspektif manajemen sumber daya manusia sektor publik, kondisi ini
mencerminkan kegagalan perencanaan strategis kompetensi yang seharusnya
menjadi fondasi transformasi digital organisasi publik (Belényesi & Dobos, 2022).
Ketidaksinkronan antara kebijakan pengembangan kompetensi dan kebutuhan
pelayanan publik berbasis digital berpotensi memperlebar kesenjangan antara
tujuan kebijakan SPBE dan praktik pelayanan publik di tingkat desa. Padahal dalam
perencanaan pengembangan kompetensi seharusnya didasarkan pada pemetaan
kebutuhan kompetensi yang relevan dengan tugas dan fungsi aparatur (Katharina,
2021).

Temuan penelitian ini juga mengindikasikan adanya kesenjangan antara
kebutuhan kompetensi teknis dan manajerial aparatur desa dengan perencanaan
pengembangan kapasitas yang dilakukan. Dalam perspektif manajemen sumber

daya manusia sektor publik, temuan di atas menunjukkan adanya ketidaksesuaian
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antara praktik pengembangan kompetensi aparatur desa dengan prinsip strategic
human resource management (Knies et al., 2024). Hal ini berdampak pada
rendahnya kesiapan aparatur desa dalam mengoperasikan dan mengelola layanan
digital secara optimal, sehingga potensi aplikasi digital belum sepenuhnya
dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Mihaila (2024)
menegaskan bahwa pengembangan kompetensi aparatur harus dirancang secara
strategis, berbasis kebutuhan organisasi, dan terintegrasi dengan tujuan kinerja
pelayanan publik. Otia & Bracci (2022) juga menegaskan bahwa dalam
transformasi digital sektor publik menuntut perubahan mendasar pada kapasitas
aparatur, bukan sekadar adopsi teknologi. Oleh karena itu, perencanaan
pengembangan kompetensi aparatur desa harus terintegrasi dengan visi dan
strategi digitalisasi pemerintahan desa, sehingga pengembangan kapasitas
aparatur tidak bersifat parsial atau administratif, melainkan berorientasi pada

penciptaan nilai publik (public value).

Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Desa

Implementasi atau pelaksanaan adalah penerapan, atau tindakan nyata dari
suatu rencana, ide, kebijakan, atau sistem yang telah dirancang sebelumnya untuk
mencapai tujuan tertentu (llham Wijaya & Hertati, 2025). Pelaksanaan
pengembangan kompetensi aparatur desa merupakan tahapan operasional yang
menentukan keberhasilan perencanaan pengembangan kapasitas sumber daya
manusia dalam organisasi pemerintahan desa (Hapsari, 2021). Dalam perspektif
manajemen sumber daya manusia sektor publik, pelaksanaan pengembangan
kompetensi dipahami sebagai proses penerjemahan kebijakan dan rencana
strategis pengembangan aparatur ke dalam tindakan nyata melalui berbagai
bentuk intervensi, seperti pelatihan, pendampingan, pembelajaran berbasis praktik,
serta mekanisme continuous learning (Knies et al., 2024).

Berdasarkan wawancara dan studi dokumentasi diketahui bahwa
pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur desa di Kabupaten Ngawi ialah
melalui kegiatan pelatihan dan sosialisasi tentang penggunaan Aplikasi Srikandi
dan Aplikasi Srigati yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dijelaskan oleh

Sunarno selaku Kepala Desa Selopuro bahwa kegiatan pelatihan dan sosialisasi
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penggunaan Aplikasi Srikandi dan Aplikasi Srigati dilakukan oleh dinas yang
berbeda, Aplikasi Srigati diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa, sedangkan Aplikasi Srikandi diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi
Informatika. Dalam pelaksanaannya, menurut Sunarno bahwa pelatihan hanya
fokus pada kepatuhan prosedural bukan substansi, waktu hanta 1 hari cukup
singkat dan padat, banyak sesi pelatihan yang sering dipersingkat, materi yang
disampaikan hanya bersifat umum.

Hal senda juga diungkapkan oleh Woko Supriyanto selaku Kepala Desa
Widodaren bahwa materi yang disampaikan hanya bersifat teoritis sehingga
partisipasi peserta sangat pasif. Peserta hanya mendengarkan tanpa ada interaksi,
tanya jawab, atau latihan praktis. Pernyataan kedua kepala desa di atas juga
diperkuat dengan pernyataan Budi Santoso, S.STP., M.Si selaku Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa bahwa pelatihan dan sosialisasi
penggunaan Aplikasi Srigati pernah dilakukan dan hanya sekali dan belum ada
tindak lanjut atau evaluasi dampak. Setelah pelatihan selesai, belum ada
mekanisme untuk mengukur apakah program penggunaan Aplikasi Srikandi
tersebut benar-benar diimplementasikan atau dipahami di lapangan.

Hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan pengembangan
kompetensi aparatur desa di Kabupaten Ngawi dilakukan melalui pelatihan dan
sosialisasi penggunaan aplikasi digital yang bersifat satu kali, berdurasi singkat,
serta lebih menekankan aspek prosedural dibandingkan penguatan kapasitas
substantif. Materi pelatihan terbatas pada pengenalan fitur aplikasi, tanpa
pendalaman kemampuan analitis, problem-solving, dan manajerial yang
dibutunkan dalam pelayanan publik berbasis digital. Berdasarkan studi
dokumentasi yang dimiliki dinas, juga ditemukan bahwa materi pelatihan masih
terbatas pada pengenalan fitur aplikasi, tanpa diikuti dengan pendalaman
kompetensi manajerial, kemampuan pemecahan masalah, serta pemahaman
konseptual mengenai pelayanan publik berbasis digital. Secara manajerial, kondisi
ini menunjukkan kegagalan desain pembelajaran organisasi (organizational
learning design). Pelatihan diperlakukan sebagai kegiatan formalitas kebijakan,
bukan sebagai proses transformasi kompetensi yang berkelanjutan. Tidak terdapat

mekanisme pendampingan, coaching, atau pembelajaran berbasis praktik
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(experiential learning) yang memungkinkan aparatur menginternalisasi kompetensi
digital dalam pola kerja sehari-hari. Akibatnya, transfer pengetahuan bersifat
dangkal dan tidak menghasilkan perubahan perilaku kerja.

Temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Heeks mengenai design—
reality gap, di mana desain sistem digital sering kali tidak diimbangi dengan
kesiapan kapasitas pengguna (Bati & Workneh, 2021). Aplikasi digital dirancang
dengan asumsi kesiapan kompetensi tertentu, sementara pelaksanaan
pengembangan kapasitas tidak secara memadai menjembatani kesenjangan
tersebut. Masalah utama bukan terletak pada teknologi aplikasi, melainkan pada
kegagalan manajemen perubahan (change management failure). Transformasi
digital dilakukan tanpa strategi perubahan organisasi yang sistematis, termasuk
perubahan budaya kerja, pola koordinasi, dan orientasi pelayanan. Lebih lanjut,
pelaksanaan pengembangan kompetensi tidak dikaitkan dengan sistem
manajemen kinerja aparatur desa. Tidak terdapat mekanisme insentif maupun
akuntabilitas yang mendorong aparatur untuk mengimplementasikan kompetensi
digital secara konsisten. Ketidakterhubungan antara pelatihan dan evaluasi kinerja
menyebabkan digitalisasi berjalan secara simbolik dan belum menjadi bagian dari
sistem kerja yang terinstitusionalisasi. Dengan demikian, akar masalah pada tahap
pelaksanaan terletak pada absennya sistem pembelajaran organisasi yang
berkelanjutan serta tidak diterapkannya strategi manajemen perubahan dalam
transformasi digital pemerintahan desa.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengembangan
kompetensi melalui pelatihan dan sosialisasi yang masih bersifat simbolik,
formalitas kebijakan dan tidak berkelanjutan, tentunya aparatur desa akan
mengalami kesulitan dalam mengelola arsip digital melalui Aplikasi Srikandi secara
tertib dan konsisten, serta dalam memanfaatkan Aplikasi Srigati secara maksimal
untuk mendukung pelayanan administrasi desa yang efektif dan responsif.
Sehingga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik berbasis
digital di Kabupaten Ngawi. Meskipun aplikasi digital telah tersedia, pelayanan
publik masih dijalankan secara hibrida dengan dominasi prosedur manual. Kondisi

ini tidak hanya mengurangi efisiensi pelayanan, tetapi juga mencerminkan
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rendahnya tingkat kepercayaan aparatur terhadap sistem digital yang ada (Lathifah
et al., 2024) .

Aplikasi Srikandi dan aplikasi Srigati sebenarnya mencerminkan desain
sistem digital yang relatif ideal, sementara realitas kapasitas aparatur desa
menunjukkan keterbatasan kompetensi teknis dan manajerial. Kesenjangan antara
desain sistem dan kapasitas pengguna ini menyebabkan aplikasi digital lebih
berfungsi sebagai instrumen pelaporan administratif dibandingkan sebagai sarana
transformasi pelayanan publik yang substantif (Wijayanto, 2024). Hal ini
mengindikasikan bahwa persoalan utama digitalisasi pelayanan publik desa bukan
terletak pada aspek teknologi, melainkan pada kegagalan pelaksanaan
pengembangan kompetensi aparatur desa sebagai aktor kunci pelayanan publik
kepada masyarakat (Lailiyah, 2022). Dengan demikian, penelitian ini menegaskan
bahwa tanpa reformasi manajemen pengembangan kompetensi aparatur desa
yang lebih strategis, berkelanjutan, dan berbasis kinerja, implementasi pelayanan
publik berbasis digital berpotensi stagnan dan kehilangan relevansi substantif

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Evaluasi Pengembangan Kompetensi Aparatur Desa

Evaluasi pengembangan kompetensi aparatur desa merupakan tahapan
strategis dalam manajemen sumber daya manusia sektor publik yang berfungsi
untuk menilai efektivitas, efisiensi, dan dampak program pengembangan kapasitas
aparatur terhadap kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik (Izzatus Syifa
et al.,, 2025). Dalam kerangka manajemen publik modern, Armstrong & Taylor
menyebutkan bahwa evaluasi tidak hanya dipahami sebagai kegiatan administratif
untuk mengukur keterlaksanaan program, tetapi sebagai instrumen akuntabilitas
dan pembelajaran organisasi (organizational learning) yang berkelanjutan
(Simanullang, 2025). Oleh karena itu dalam konteks penelitian ini, evaluasi
pengembangan kompetensi aparatur desa memiliki peran krusial dalam
memastikan bahwa investasi sumber daya dalam pelatihan dan peningkatan
kapasitas aparatur benar-benar menghasilkan peningkatan kinerja pelayanan
publik.
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Terkait evaluasi terhadap pengembangan kompetensi aparatur desa, Drs.
Mahmud Rosadi, M.Si selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Ngawi menjelaskan bahwa evaluasi pelatihan dilakukan hanya terbatas pada
aspek kehadiran atau penyelesaian kegiatan, belum ada pengukuran terhadap
peningkatan kompetensi aparatur desa maupun dampaknya terhadap kinerja
pelayanan publik berbasis digital. Lebih lanjut, Budi Santoso, S.STP., M.Si selaku
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa juga mengatakan bahwa
evaluasi dilakukan berdasarkan indikator administratif, seperti berapa jumlah
aparatur desa yang mengikuti pelatihan dan belum mengukur sejauh mana
kompetensi aparatur desa meningkat dan berkontribusi terhadap perbaikan
kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Kedua penjelasan kepala dinas di atas, dapat diketahui juga bahwa evaluasi
pengembangan kompetensi aparatur desa di Kabupaten Ngawi masih terbatas
pada indikator administratif, seperti jumlah peserta pelatihan dan tingkat kehadiran.
Tidak terdapat pengukuran sistematis terhadap peningkatan kompetensi,
perubahan perilaku kerja, maupun dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik
berbasis digital. Secara manajerial, kondisi ini menunjukkan tidak terbangunnya
sistem evaluasi berbasis kinerja (performance-based evaluation system). Evaluasi
belum dikaitkan dengan indikator output dan outcome pelayanan, seperti
kecepatan pelayanan, akurasi administrasi digital, tingkat pemanfaatan aplikasi,
maupun kepuasan masyarakat. Tanpa indikator berbasis kinerja, organisasi tidak
memiliki dasar objektif untuk menilai efektivitas investasi pengembangan
kompetensi. Dengan demikian, akar masalah pada tahap evaluasi terletak pada
tidak terintegrasinya manajemen pengembangan kompetensi dengan sistem
manajemen Kinerja dan orientasi penciptaan nilai publik dalam pelayanan digital
desa.

Peneliti berkeyakinan bahwa pemerintah desa dan pemerintah daerah akan
kesulitan dalam menilai efektivitas program pengembangan kompetensi yang telah
dilaksanakan. Dalam kerangka digital governance, evaluasi merupakan elemen
krusial untuk memastikan bahwa transformasi digital menghasilkan nilai publik
(public value), bukan sekadar kepatuhan administratif (van Veenstra & Timan,

2022). Ketidakmampuan mengaitkan pengembangan kompetensi dengan kinerja
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pelayanan publik berpotensi menjadikan digitalisasi pelayanan desa sebagai
agenda teknokratis yang minim dampak substantif bagi masyarakat (Sari, 2024).
Selain itu, ketiadaan mekanisme evaluasi yang komprehensif berpotensi
menghambat upaya perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dalam
pengelolaan kompetensi aparatur desa (Maulana et al.,, 2026). Temuan ini
menguatkan argumen bahwa manajemen pengembangan kompetensi aparatur
desa perlu dilakukan secara terpadu mulai dari perencanaan hingga evaluasi agar
mampu mendukung implementasi SPBE secara optimal (Rusdy & Flambonita,
2023).

Dalam kerangka SPBE, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan penggunaan Aplikasi Srikandi dan Aplikasi Srigati di desa
Kabupaten Ngawi masih menghadapi tantangan institusional yang serius. SPBE
menuntut integrasi sistem, peningkatan kualitas layanan, serta penguatan
akuntabilitas kinerja (Sundari & Sinrang, 2024). Namun, tanpa manajemen
pengembangan kompetensi aparatur desa yang terstruktur dan berkelanjutan,
implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berpotensi mengalami
reduksi makna menjadi sekadar kepatuhan administratif terhadap kebijakan pusat
dan daerah. Kondisi ini memperkuat kritik terhadap pendekatan implementasi
kebijakan digital yang terlalu menekankan aspek regulasi dan teknologi, namun
mengabaikan kesiapan sumber daya manusia di tingkat pelaksana (Rani, 2024).

Dengan demikian, secara teoretis penelitian ini berkontribusi pada penguatan
literatur digital governance dan manajemen sumber daya manusia sektor publik
dengan menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi pelayanan publik desa sangat
ditentukan oleh kualitas manajemen pengembangan kompetensi aparatur. Temuan
penelitian ini juga memperluas pemahaman mengenai tantangan implementasi
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di tingkat pemerintahan desa, yang
selama ini relatif kurang mendapat perhatian dalam kajian akademik. Oleh karena
itu, penelitian ini menempatkan manajemen pengembangan kompetensi aparatur
desa sebagai prasyarat utama dalam mewujudkan pelayanan publik berbasis

digital yang efektif, berkelanjutan, dan berorientasi pada penciptaan nilai publik.

SIMPULAN DAN SARAN
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Simpulan

Penelitian ini  menunjukkan bahwa permasalahan utama dalam
pengembangan pelayanan publik berbasis digital di tingkat desa di Kabupaten
Ngawi bukan terletak pada aspek teknologi atau regulasi, melainkan pada
lemahnya manajemen pengembangan kompetensi aparatur sebagai aktor kunci
implementasi kebijakan. Pada tahap perencanaan, pengembangan kompetensi
belum disusun berdasarkan pemetaan kebutuhan riil yang selaras dengan tuntutan
transformasi digital, sehingga program peningkatan kapasitas cenderung bersifat
administratif dan top-down. Pada tahap pelaksanaan, kegiatan pelatihan dan
sosialisasi masih bersifat formalistik, tidak berkelanjutan, serta belum dirancang
sebagai proses pembelajaran organisasi yang mampu mendorong perubahan
perilaku kerja aparatur. Sementara itu, pada tahap evaluasi, pengembangan
kompetensi belum dikaitkan dengan sistem manajemen kinerja dan dampak
pelayanan publik, sehingga tidak tersedia mekanisme umpan balik yang
mendukung perbaikan berkelanjutan.

Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan antara desain kebijakan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan kesiapan kapasitas aparatur
desa. Digitalisasi melalui implementasi Aplikasi Srikandi dan Aplikasi Srigati
berpotensi tereduksi menjadi instrumen kepatuhan administratif apabila tidak
disertai reformasi manajemen pengembangan kompetensi yang strategis,
terintegrasi, dan berorientasi pada kinerja pelayanan publik. Dengan demikian,
transformasi digital pemerintahan desa menuntut pergeseran paradigma dari
pendekatan teknologi-sentris menuju penguatan kapasitas aparatur sebagai
fondasi utama tata kelola pelayanan publik berbasis digital.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kajian digital
governance dan manajemen sumber daya manusia sektor publik di tingkat lokal
dengan menegaskan bahwa keberhasilan transformasi digital tidak hanya
ditentukan oleh kesiapan infrastruktur dan regulasi, tetapi sangat bergantung pada
kualitas manajemen pengembangan kompetensi aparatur yang terintegrasi dengan
sistem manajemen kinerja dan orientasi penciptaan nilai publik. Penelitian ini
memperluas literatur yang selama ini cenderung berfokus pada aspek adopsi

teknologi, dengan menunjukkan bahwa tanpa arsitektur manajemen kompetensi
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yang strategis dan berkelanjutan, digitalisasi pemerintahan desa berisiko stagnan

dan kehilangan dampak substantif terhadap kualitas pelayanan publik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar
pemerintah daerah dan pemerintah desa di Kabupaten Ngawi melakukan reformasi
manajemen pengembangan kompetensi aparatur desa secara menyeluruh.
Pertama, perencanaan pengembangan kompetensi aparatur desa perlu
didasarkan pada pemetaan kebutuhan kompetensi yang spesifik terhadap tuntutan
pelayanan publik berbasis digital. Kedua, pelaksanaan pengembangan kompetensi
aparatur desa perlu diarahkan pada penguatan kapasitas yang substantif melalui
pelatihan berkelanjutan, pendampingan berbasis praktik, serta pembelajaran
organisasi yang kontekstual. Ketiga, evaluasi pengembangan kompetensi aparatur
desa perlu direorientasikan dari pendekatan administratif menuju evaluasi berbasis
kinerja dan dampak pelayanan publik. Pemerintah daerah perlu mengembangkan
indikator evaluasi yang mampu mengukur keterkaitan antara peningkatan
kompetensi aparatur dengan kinerja pelayanan publik berbasis digital, sehingga
pengembangan kompetensi benar-benar menghasilkan nilai publik yang terukur.

Bagi penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan
kuantitatif atau mixed methods guna mengukur secara lebih objektif hubungan
antara kompetensi aparatur desa dan kualitas pelayanan publik berbasis digital,
serta memperluas lokus penelitian pada wilayah lain guna memperkuat

generalisasi temuan penelitian.
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